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GUBERNUR JAWA TIMUR  
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 28 TAHUN  2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 73 TAHUN 2015  

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

mendesak dan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta penyesuaian dalam hal pengelolaan 

keuangan daerah pada SKPD dan PPKD, perlu dilakukan 

pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (DPA-PPKD) dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD), 

dengan melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

14 Tahun 2016;     

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan 

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);  
 

2. Undang  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan    

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

 

9. Peraturan 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 

17. Peraturan 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah;  
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor  52 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 

Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang 

Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016; 

23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 03/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan 

Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 
 

26. Peraturan 
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26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 10 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);  

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; 

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 

2016. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 73 Seri E), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli  

Daerah Rp 15.245.241.800.213,00 

b. Dana Perimbangan Rp   9.052.653.877.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan  

 Daerah Yang Sah Rp        70.182.159.000,00 

Jumlah Pendapatan  Rp  24.368.077.836.213,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung: 

1) Belanja Pegawai  Rp   2.891.277.025.450,00 

2) Belanja Bunga Rp          1.787.994.800,00 

3) Belanja Subsidi  Rp                    - 

4) Belanja Hibah Rp   7.157.692.600.000,00 

5) Belanja Bantuan  

Sosial Rp        10.000.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  

Kepada   Provinsi/ 

Kabupaten / Kota  

dan     Pemerintah  

Desa  Rp   5.230.830.339.032,00 

7) Belanja    Bantuan  

Keuangan  Kepada  

Pemerintah Daerah  

dan       Pemerintah 

Desa Rp   1.656.070.544.000,00 

8) Belanja     Tidak  

Terduga Rp      100.000.000.000,00 

9) Belanja   Kerugian  

Penjualan       Aset  

Tetap dan Kerugian  

Penurunan     Nilai  

Aset  Rp                    - 

Jumlah Belanja Tidak  

Langsung Rp  17.047.658.503.282,00 

 
 

b. Belanja 
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b. Belanja Langsung:  

1) Belanja Pegawai  Rp      626.425.804.421,00 

2) Belanja Barang dan  

Jasa  Rp   4.847.969.502.594,00 

3) Belanja Modal  Rp   2.233.689.626.320,00 

 

Jumlah Belanja  

Langsung Rp    7.708.084.933.335,00 

Jumlah belanja Daerah Rp  24.755.743.436.617,00 

Surplus /(Defisit)  (Rp      387.665.600.404,00) 

3. Pembiayaan:  

a. Penerimaan Rp 1.095.998.933.738,00 

b. Pengeluaran  Rp    708.333.333.334,00 

Jumlah Pembiayaan  

netto  Rp       387.665.600.404,00 

Sisa     lebih     pembiayaan  

Anggaran tahun berkenaan  Rp                                0,00 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal  3 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(DPPA-PPKD). 

 

3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran angka II Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016, pada angka: 

a. 1.010100 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 

b. 1.020102 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Provinsi 

Jawa Timur; 

c. 1.020400 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Provinsi 

Jawa Timur; 

d. 1.020500 Rumah Sakit Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur; 

e. 1.140100 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 

 

f. 1.150100 
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f. 1.150100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Provinsi Jawa Timur; 

g. 1.170100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa 

Timur; dan  

h. 1.200900 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Timur (PPKD),  

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

  

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  18 April 2016    

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 
 

 
ttd 

 
 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal  18 April 2016 

 

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI E. 

 

 


